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MK Bacakan Ketetapan Perkara Pemilukada
Kabupaten Pesisir Selatan

Jakarta, 30 Agustus 2021 — Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil
pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada Selasa (31/8) pukul 10.00 WIB dengan
agenda Pengucapan Ketetapan. Sebelumnya KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima gugatan
serupa yakni dari Pemantau Pemilihan, perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021
dan telah disidangkan oleh MK dengan hasil Putusan ‘Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat
diterima.” Sedangkan Permohonan PHP Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan kali ini diajukan oleh
H. Hendrajoni, SH., MH dan Hamdanus, S.Fil.l., M.Si yang merupakan pasangan nomor urut 1 dengan
nomor perkara 148/PHP.BUP-XIX/2021.

Senada dengan Permohonan sebelumnya, para Pemohon mempermasalahkan legalitas dari Rusma Yul
Anwar yang pada saat pendaftaran masih berstatus sebagai terpidana sejak Juni Tahun 2020 oleh karena
permohonan kasasi yang bersangkutan ditolak oleh Mahkamah Agung. Bahwa akibat dari putusan tersebut
maka menurut para Pemohon keikutsertaan pasangan calon nomor urut 2 Rusma Yul Anwar dan Rudi
Hariansyah melanggar administrasi sehingga keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:
368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kabl/X11/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 haruslah dinyatakan bertentangan dengan
hukum ataupun batal demi hukum. Selain itu para Pemohon juga melampirkan Putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHP. Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dan nomor
135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHP. Bupati dan Wakil Bupati Sekadau. Menurut para Pemohon dari 2
(dua) putusan ini MK telah bertindak sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy) dengan
melahirkan putusan yang menempatkan moral dan keadilan diatas otoritas teks pasal-pasal dalam sebuah
undang-undang.

Untuk itu, para Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor: 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kabl/XIl/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, mendiskualifikasi
Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta melakukan pemungutan suara ulang yang hanya melibatkan
Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3.

Menanggapi Permohonan Pemohon (13/8), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengingatkan rentang
waktu pengajuan permohonan yang sudah terlalu lama (antara pelantikan calon nomur urut 2 dan pengajuan
ke MK).

Dalam sidang mendengarkan Jawaban KPU Kabupaten Pessel (Termohon) dan Keterangan Bawaslu
Kabupaten Pessel. (18/8), KPU Pessel (Termohon) yang diwakili kuasa hukum Sudi Prayitho menyatakan
bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan
peraih suara terbanyak dalam pilkada telah melewati ambang batas 1%. Selain itu menurut Ketua Bawaslu
Pessel, Erman Wadison, Termohon sudah melakukan klarifikasi terhadap berkas syarat calon atas nama
Rusma Yul Anwar. (ASF)
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